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RINGKASAN

Negara Indonesia adalah Negara yang terdiri dari pulau kecil dan pulau
besar, dan diapit oleh dua buah benua, dan dua buah samudra pasifik dan samudra
Hindia. Dimana Negara Republik Indonesia adalah Negara Agraris yang scbhagian
besar dari pendudknya terdiri dari petani, diperkirakan 75% dari penduduk hidup
dari hasil pertanian. kalau diteliti rakyat Indonesia pada garis besarnya dapat
dibagi dua golongan rakyat, yaitu :

1. Golongan yang mempunyai tanah
2. Golongan yang menamakan diri petani tetapi tidak mempunyai tanah
adalah petani penggarap

Golongan petani yang mempunyai tanah dapat di kemukakan betapa
kecilnya pemilik tanah di Indonesia dan berapa luas tanah yang tersedia bagi
rakyat tani dapat digambarkan dengan membandingkan presentase jumlah tanah
yang ada hubungannya dengan penduduk.

Undang-undang No 2 tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil telah
diundangkan dan mulai berlaku sejak tanggal 7 januari 1960 setelah itu segera
disusul dengan surat keputusan manteri muda Agraria Nomor SK : 322/ ka/ 1960
tertanggal 8 pebruari tentang pelaksanaan Undang-undang No 2/1960 dan
pedoman | yang di keluarkan oleh manteri Agraria tertanggal 7 maret 1960 yang
berisi pedoman bagi kepala daerah tingkat II, Camat dan Kepala Desa didalam
mereka menemukan tugasnya melaksanakan beberepa ketentuan sebagai yang

tercantum dalam undang-undang tersebut.



Untuk sekedar menggambarkan betapa pentingnya Undang-undang
dimaksud bagi masyarakat tani cukup kiranya dikemukakan di sini bahwa tujuan
pemerintah mengeluarkan undang-undang tersebut adalah :

I.  Untuk mengatur hubungan antara pemilik dan penggarap tanah

sehingga terdapat suatu imbangan pembagian hasil yang adil.

2. Untuk melindungi pihak yang ekonomis dari praktek-praktek

pemerasan yang dilakukan oleh yang ekonomis kuat

3.  Untuk memberikan kepastian hukum kepada pemilik maupun

panggarap tanah.

Berdasarkan permasalahan diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa di
Kecamatan Pringgabaya Kabupaten LLombok Timur belum sepenuhnya dilakukan

Undang-Undang No. 2 Tahun 1960.



